ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILING 





Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Tanjung Balai Karimun di Gedung serba guna Balai Srigading
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, cukup efektif. Namun kurang
tepat  sasaran, karena  pelaksanaan sidang hanya dilaksanakan sekali
persidangan, pelaksanaan sidang keliling merupakan realisasi
pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu
mengakses Pengadilan Agama dikarenakan letak geografis Kabupaten
Karimun yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan dengan  ini di
berikan bantuan hukum dengan melaksanakan sidang keliling
berdasarkan  SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum ini
sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang dan rujukan dalam
menjamin optimalisasi akses masyarakat pencari keadilan.
2. Bahwa pelaksanaan siding keliling yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Tanjung Balai Karimun di Gedung serba guna Balai Srigading
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, sudah sesuai dengan hukum
acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada
persidangan biasa (litigasi reguler) dengan  meringkaskan
sistematika hukum acara yang ada. Yang berbeda hanya
pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun di Gedung serba guna Balai Srigading
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.
3. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Tanjung Balai Karimun di Gedung serba guna Balai Srigading
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, telah sesuai dengan hukum
Islam dengan asas saling memberikan bantuan dan tolong-menolong
dalam kebaikan sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum
Islam.
B. Saran-Saran
Setelah penulis membahas tentang Hukum Acara Pelaksanaan Sidang
Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka perkenankanlah
penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Jika melihat tujuan dari adanya bantuan hukum sidang keliling ini,
yakni untuk meringankan biaya transportasi bagi para pencari
keadilan karena akses menuju Pengadilan Agama yang cukup jauh,
dengan demikian sebaiknya pelaksanaan sidang keliling yang di
jadwalkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun lebih terjadwal
dan  rutin di laksanakan, misalnya dengan menjadwalkan seminggu
sekali melaksanakan sidang keliling tanpa harus menunggu perkara
yang banyak baru di laksanakan sidang kelilingnya sehingga lebih
efektif.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya
yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus
dan lebih terperinci. Mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang keliling
secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangannya
atau hukum acara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sidang
keliling.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun tentang adanya sidang keliling ke masyarakat.
Kesimpulan di atas janganlah di jadikan pedoman final, tetapi dijadikan
sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga pencarian
dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran hukum perlu dilakukan secara
terus menerus agar lebih dinamis.
Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya,
Amin Ya Robbal `Alamin.
